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ABSTRAK 

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Yogyakarta 

merupakan fenomena sosial yang belum pernah mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah Yogyakarta maupun masyarakat. Keberadaan gepeng ini 

menimbulkan fenomena baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan 

yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli tapi tak sedikit 

yang kurang simpatik dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering 

muncul di jalanan. Melihat fenomena yang terjadi di Yogyakarta berkenaan 

dengan gelandangan dan pengemis, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta melakukan upaya politik di dalam menangani gelandangan dan 

pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan menegeluarkan kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan 

Pengemis yang diundangkan pada tanggal 27 februari 2014.  

Dalam perda ini secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan dan 

prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta ancaman pidana dan denda 

terkait gelandangan dan pengemis. Dengan adanya kebijakan perda DIY No. 1 

tahun 2014 ini maka pemerintah kota Yogyakarta berupaya membersihkan 

gelandangan dan pengemis agar kota Yogyakarta bersih dari gelandangan dan 

pengemis dan kota Yogyakarta menjadi kota yang sejahtera. Hal ini menjadi 

pembahasan yang sangat menarik ketika perda yang seharusnya bisa memberikan 

aturan yang jelas namun memuat kontroversi di dalamnya. Kontroversi tersebut 

ialah adanya kriminalisasi bagi para pemberi dan para gepeng yang menurut elit-

elit politik sudah menggangu ketertiban dan kebersihan kota Yogyakarta dan 

memperburuk citra pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta dimata pemimpin 

lainya. Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan 

siyasah dusturiyah terhadap Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif 

dan bersifat deskriptif-analitik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori 

public policy dimana kebijakan ini merupakan serangkaian tindakan pemerintah 

yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Pada kebijkan ini ada 

beberapa prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan 

martabat para gepeng yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah.  

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan 

mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah 

dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti 

dengan adanya program desaku menanti yang berada di gunungkidul.  

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Public Policy, Siyasah Dusturiyah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B Be ب

 ta>’ T Te ت

 sa> Ś es (dengan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 za>’ R Er ر

 zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy Es dan ye ش

 sa>d S{ es (dengan titik di bawah) ص

 da>d D{ de (dengan titik di bawah) ض

 ta>’ T{ te (dengan titik di bawah) ط

 za>’ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʻ koma terbalik di atas‘ ع

 - gain G غ

 - fa>’ F ف

 - qa>f Q ق

 - ka>f K ك

 - la>m L ل
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 - mi>m M م

 - nu>n N ن

 - wa>wu W و

 - ha> H ھ

 hamzah ʻ Apostrof ء

 - ya>’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah  اَحْمَدِي�ة

C. TaTaTaTa>’>’>’>’    MarbuMarbuMarbuMarbu>> >>tahtahtahtah di Akhir Kata 

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jama>’ah  جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 ’<ditulis ka>ra>ma>tul-auliya كَرَامَةُ اْ�وَْليَِآء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, nasing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بَيْنَكُم

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَوْل
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G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 

مْ أَأنَْتُ   ditulis A’antum 

 ditulis Mu’annaś مُؤَن�ث

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

آنالْقرُْ   ditulis Al-Qur’a>n 

 ditulis Al-Qiya>s الْقيَِاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

مَاءس� لاَ    ditulis As-sama>’ 

 ditulis Asy-syams  اَلش�مْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

رُضذَوِى الْفُ   ditulis Żawi al-furu>d 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

السُن�ةاَھْلُ    ditulis ahl as-Sunnah 

 ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m  شَيْخُ اْ,سَِْ+م
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MottoMottoMottoMotto    

    

    

    

    

    

    

    

SUKSES ITU TIDAK DIUKUR 

MENGGUNAKAN KEKAYAAN, SUKSES 

ADALAH SEBUAH PENCAPAIAN YANG 

KITA INGINKAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesama umat Islam, sudah seharusnya saling membantu antar sesama 

apalagi membantu kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan 

pertolongan. Dalam kaidah Islam menolong sesama dalam bentuk pertolongan 

apapun sangat dianjurkan, sehingga dalam rukun iman pun disebutkan bahwa kita 

harus berzakat ataupun shadaqoh seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran : 

1ل ف� تنھرئاا ا لسّ و ا مّ   

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membentak, menghardik, 

mengata-ngatai kepada peminta-minta (gelandangan, pengemis dan lain-lain). Ketika 

kita dimintai uang kepada gelandangan dan pengemis atau berupa apapun sedangkan 

kita tidak ingin memberi maka kita dilarang membentak-bentak, mengusir secara 

kasar dan sebagainya. Perbuatan seperti itu tentu dilarang oleh agama karena apabila 

perbuatan seperti itu dilakukan maka akan membuat permusuhan satu sama lain.  

Perbuatan memberi kepada gelandangan dan pengemis sebenarnya kurang 

bagus dan mendidik. Begitu pula bagi para gelandangan dan pengemis, memang 

kurang tepat ketika mereka menjadikan jalanan sebagai tempat meminta-minta karena 

akan menggangu ketertiban, akan tetapi mereka mempunyai alasan tersendiri untuk 

meminta-minta di jalanan.  

                                                             
1
 Ad-Dhuha (93) : 10 
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Dalam kaidah fikih, hukum memberi kepada yang membutuhkan itu relatif, 

karena hukum Islam sendiri bersifat progres dan fleksibel menyesuaikan situasi dan 

kondisi. Hal ini seringkali dinamakan bahwa hukum Islam (fiqh) itu sebetulnya selalu 

kontekstual. Hukum dalam Islam itu dapat berubah dan sejalan dengan perubahan 

zaman, tempat dan keaadan. Dalam hal ini hukum dalam Islam itu mampu diterapkan 

dalam berbagai hal dan dalam konteks kekinian. Kaidah ushul fikih menyebutkan: 

2ير ا�زمنة وا�مكنةيير ا�حكام بتغيتغ  

Fenomena sosial yang berkaitan dengan para gelandangan dan pengemis 

dapat dideskripsikan yang semakin hari sepertinya semakin meningkat. Itu semua 

dapat kita lihat baik di lampu merah, di jalan-jalan kota besar, maupun yang datang 

dari rumah ke rumah. Kita belum mengetahui apakah mereka benar-benar orang 

kurang mampu, atau hanya orang-orang yang malas bekerja keras dan hanya bisa 

melakukan seperti itu. 

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Yogyakarta 

merupakan fenomena sosial yang belum pernah mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah Yogyakarta maupun masyarakat. Hampir setiap hari sekitar kita menemui 

gepeng ketika mereka beroperasi ditengah-tengah perkotaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga setiap harinya, gepeng justru dianggap mengotori indahnya 

                                                             
2
Dahlan Thamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah), (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), hlm. 215. 
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tatanan kota. Tindakan mereka meminta-minta di jalan hampir dapat disimpulkan 

bahwa tindakan mereka dijadikan sebuah pekerjaan (mata pencaharian). 

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terkenal 

dengan sebutan kota pelajar dan juga yang ramah dan tentram. Masyarakat 

Yogyakarta  yang ramah dan sangat simpati terhadap orang yang kurang mampu 

menjadikan lahan berkumpulnya para gelandangan dan pengemis. Mereka 

memanfaatkan orang-orang yang simpati terhadap orang susah dengan cara meminta-

minta diberbagai tempat, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, 

terminal, pasar, pertokoan dan tempat keramaian lainya.  

Keberadaan gepeng (orang yang meminta-minta) ini menimbulkan fenomena 

baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan yang muncul dari beberapa 

kalangan masyarakat, ada yang peduli, tapi tak sedikit yang kurang simpatik dengan 

keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul di jalanan. Dengan 

berbagai alasan yang kadang kurang rasional masyarakat terkadang memposisikan 

gelandangan dan pengemis sebagai sampah masyarakat, karena hanya dengan melihat 

penampilannya yang kumuh, bau, dan compang-camping. 

Dalam permasalahan ini, kita harus membuka diri, membuka hati dibalik 

penampilan dan perilaku gelandangan dan pengemis, ada sebuah persoalan mendasar 

yang sangat mempengaruhi sehingga sampai hari ini masih saja kita jumpai mereka 

dikota–kota besar khususnya di Yogyakarta. Melihat fenomena yang terjadi di 

Yogyakarta berkenaan dengan gelandangan dan pengemis, pemerintah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya di dalam menangani gelandangan dan 
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pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan menegeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang 

diundangkan pada tanggal 27 februari 2014. Dalam Perda ini secara garis besar 

memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan 

pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada gelandangan dan 

pengemis. Dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/ atau 

barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat 

umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diancam dengan hukuman 

pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/ atau denda paling 

banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”
3
. 

Dikeluarkanya produk politik oleh pemerintah DPRD yang berupa peraturan 

daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak 

hukum di dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi gelandangan dan 

pengemis yang ada di Yogyakarta. Hanya saja, sejauh mana efektifitas Perda tersebut, 

masih banyak kalangan yang tidak peduli karena mengingat masih banyak adanya 

gelandangan dan pengemis yang sering berkeliaran diwilayah Yogyakarta. 

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika 

mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan larangan memberi terhadap gelandangan 

dan pengemis, sungguh semua itu sangat kurang tepat karena kurang sesuai dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya semua itu telah 

                                                             
3
Pasal 24 ayat (5)  Perda  DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis 
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bertolakbelakang dengan prinsip dasar manusia sebagai mahluk sosial dalam arti, 

manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena sejatinya 

manusia saling membutuhkan satu sama lain.  

Dengan adanya kebijakan Perda DIY No. 1 tahun 2014 ini maka pemerintah 

kota Yogyakarta berupaya membersihkan gelandangan dan pengemis agar kota 

Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis dan kota Yogyakarta tercermin 

menjadi kota yang sejahtera. Ketika kita berbicara kesejahteraan maka yang terlintas 

adalah tentang masalah perkembangan di sektor perekonomian, pembangunan dan 

sebagainya. Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam 

terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam 

pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi 

kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan 

spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama seperti 

menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang teratur, 

konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat 

ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, 

tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi
4
.  

Kesejahteraan dari sebuah daerah dapat diukur dari kondisi wilayah, 

keamanan wilayah yang mampu menjadikan wilayah itu aman, damai dan para 

pendatang merasa nyaman berada di wilayah tersebut. Ketika wilayah pada suatu 

                                                             
4
James Midgley,Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan 

Sosial, (Jakarta : Deperta Depag RI, 2005), hlm. 167. 
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tempat sejahtera maka dengan itu seorang pemimpin akan mendapat popularitas dari 

masyarakat luas dan mendapatkan citra positif dimata rakyat yang diperintahnya. 

Popularitas seseorang pada dasarnya adalah produk pencitraan politik yang terbentuk 

karena akibat dari interaksi politik yang intensif dengan masyarakat/publik.  

Politik pencitraan merupakan sebuah cara yang digunakan oleh seseorang 

untuk menggambarkan dirinya agar mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Pada 

politik pencitraan ini peran yang paling utama adalah sumber pesan (komunikator) 

melalui pesan-pesan yang disampaikan, dan banyak berhubungan dengan sumber 

pesan itu sendiri dalam membangun manajemen pencitraan yang terbaik baik 

sesesorang. Oleh sebab itu, hal yang tidak bisa dilepaskan dari 'politik pencitraan' itu 

sendiri adalah 'strategi' pencitraan yang dibangun
5
.  

Strategi dalam politik pencitraan merupakan sebagai keputusan kondisional 

yang dibuat sebagai tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan pada masa 

depan. Dalam hal ini merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan dalam 

melakukan komunikasi politik, akan merupakan keputusan yang paling tepat saat ini 

bagi komunikator untuk mencapai tujuan kedepan yaitu citra yang baik, opini publik 

yang positif dan memenangkan pemilihan umum
6
. Para pemimpin politik sangat 

berkepentingan dalam pembentukan citra politik dirinya melalui komunikasi politik 

                                                             
5
Anwar Arifin, Pencitraan dalam Politik, (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006). hlm. 3 

6
Anwar Arifin, Komunikasi Pilitik. Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan 

Komunikasi Politik Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). hlm. 178  
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dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dan memenuhi tuntutan rakyat. Karenanya, 

para pemimpin harus berusaha menciptakan dan mempertahankan tindakan politik 

yang membangkitkan citra yang memuaskan, supaya dukungan opini publik dapat 

diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik
7
. 

Ketika pemimpin (dalam hal ini pemerintah Provinsi DIY) mampu 

mendapatkan citra yang positif di dalam masyarakat, berarti pemimpin itu mampu 

memberikan pesan-pesan politik di dalam komunikasi kepada masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, ketika pemerintah mendapatkan citra yang bagus 

dimata masyarakat tapi tujuan utamanya bukan sekedar untuk mendapatkan citra 

bagus dari masyarakat, akan tetapi memang benar ingin mengembalikan hak-hak para 

gepeng dengan mengeluarkan Perda tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pandangan yang bagus/citra positif terhadap pemerintah itu hanyalah reward 

yang diberikan kepada pemerintahan oleh masyarakat khususnya masyarakat 

Yogyakarta, akan tetapi ketika kebijakan mengeluarkan Perda tersebut hanya 

merupakan sebuah tujuan untuk mendapatkan citra yang baik maka Perda ini kurang 

sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah. Pemerintahan kota yogyakarta dalam hal ini 

DPRD kota Yogyakarta membuat sebuah produk politik yaitu Peraturan Daerah 

Provinsi DIY Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis mengeluarkan kebijakan tersebut selain sebagai kewajiban pemerintah 

dalam upaya memperindah kota juga untuk mengembalikan harkat dan martabat 

                                                             
7
Ibid., hlm 181 
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gepeng agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Produk politik 

ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengatasi para gelandangan dan 

pengemis agar kota Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis serta 

menjadikan kota Yogyakarta ditahun 2015 yang sesuai dengan tujuan pemerintah 

menjadikan kota yang bersih dari gelandangan dan pengemis . 

Berdasarkan paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka penyusun 

merasa tertarik untuk meneliti seperti apa bentuk pandangan siyasah dusturiyah 

terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan mengeluarkan Perda No. 1 

Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sementara itu 

terjadinya pro kontra dikalangan lembaga penegak HAM, dikarenakan menurut LSM 

dengan adanya Perda itu merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah 

terhadap para gelandangan dan pengemis. Di sisi lain dalam Islam menganjurkan 

untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai upaya seperti pengentasan 

kemiskinan, saling tolong menolong kepada yang membutuhkan, saling memberi dan 

sebagainya. Maka pada penelitian ini peneliti bermaksud ingin menjelaskan 

bagaimana pandangan Islam dengan adanya Perda DIY tersebut tentang Gelandangan 

dan Pengemis berdasarkan temuan dilapangan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyah dalam prakteknya, oleh karena itu 

peneliti mengangkat tema Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis pasal 24 dalam prespektif Siyasah. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah 

yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Siyasah 

dusturiyah terhadap Pasal 24 Perda DIY No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Menjelaskan pandangan Siyasah dusturiyah terhadap pasal 24 Perda No 1 

Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis serta implementasinya. 

2. Kegunaan penelitian  

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

khazanah ilmu pengetahuan tentang suatu kebijkan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang sesuai dengan fiqh Islam serta menumbuhkan kesadaran dari berbagai 

kalangan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan gelandangan dan 

pengemis agar terciptanya kota tujuan wisata yang bebas dari gelandangan 

dan pengemis. 

D. Telaah Pustaka 

Permasalahan fenomena sosial yang tidak pernah mendapatkan perhatian 

dari pemerintah dan masyarakat tersebut menjadikan alasan utama untuk disimak dan 

dicermati. Fenomena gepeng (gelandangan dan pengemis) yang sebenarnya sudah 
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ada sejak lama merupakan tujuan/sasaran departemen sosial. Telah ada beberapa 

penelitian yang membahas tentang masalah ini. 

Ada skripsi ratih rohani tentang “Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan 

Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini  merupakan penelitian lapangan dan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 

larangan memberi uang terhadap anak yang hidup di jalan merupakan salah satu cara 

untuk menarik dan mengembalikan anak anak jalanan baik yang berasal dari dalam 

maupun luar propinsi DIY. Penerapan larangan ini telah sesuai dengan kaidah ushul 

fiqh dalam Islam yaitu maslahah mursalah, saddu dzari’ah, maqosid syariah. Akan 

tetapi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang himbauan dan penerapan 

larangan memberi kepada anak jalanan menyebabkan masih banyak pengguna jalan 

raya dan masyarakat yang masih memberi uang kepada mereka, sehingga anak 

jalanan tetap bertahan dengan profesinya tersebut. Selain itu penerapan larangan yang 

tidak disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya menyebabkan sebagian besar 

masyarakat tidak menghiraukan larangan atau himbauan tersebut, sehingga penerapan 

pasal tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum.
8
 Titik perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian di atas terletak pada penekanan kontekstualisasi hukum Islam 

dengan kenyataan di lapangan. Karena hukum itu terus bergerak (berubah) sesuai 

dengan konteks, sehingga dimungkinkan adanya adanya rumusan baru.  

                                                             
8
 Ratih rohani, “ Larangan Memberi kepada Anak Jalanan Prespektif Hukum Islam 

(Peraturan Daerah Provinsi DIY No 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (3),” skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012). 
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Dalam artikel sinergia yang terbit tahun 2008 menjelaskan bahwa pada 

dasarnya tidak ada dari setiap gelandangan dan pengemis yang mempunyai keinginan 

untuk terus terusan menggantungkan hidupnya di jalanan, tapi apa boleh dikata, ada 

persoalan lain yang mengharuskan mereka tinggal dan menggantungkan hidupnya di 

jalanan, salah satunya yakni disebabkan karena kurang tersedianya lapangan 

pekerjaan yang sesuai, sehingga seseorang memutuskan untuk hidup di jalan dan 

apabila hanya menunggu bantuan dari pemerintah sangatlah susah dan terlalu rumit 

prosesnya apalagi selama ini pemerintah kurang memikirkan nasib rakyat miskin
9
. 

Adalah salah satu buku yang menyinggung permasalahan sosial anak, yakni 

buku yang berjudul “Masalah Sosial Anak” yang ditulis oleh Bagong suyanto. Dalam 

buku ini memaparkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak jalanan 

termasuk gelandangan dan pengemis dari aspek pendidikan, intimidasi, 

penyalahgunaan obat dan zat adiktif, serta aspek kesehatan. Selain itu, dipaparkan 

juga mengenai faktor penyebab anak maupun gelandangan daan pengemis bertahan 

dijalan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menangani anak jalanan 

maupun gelandangan dan pengemis
10

. Pada pemaparan hasil yang ditulis oleh 

Bagong suyanto ini satu hal yang harus diperhatikan yakni program apapun yang 

akan dilakukan dan pendekatan apa yang dipilih, modal awal yang dibutuhkan untuk 

menanganani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap empati dan 

                                                             
9
Hury Rouf “Dibalik Gemerlapnya Kota” dalam artikel sinergia vol XIV/No.01/April-Mei 

2008. hlm. 14. 

10
Bagong Suyanto, Masalah sosial anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 

hlm. 190. 
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komitmen yang benar-benar tulus dari kita semua. tanpa dilandasi dan dipandu oleh 

kedua hal ini, maka tidak heran jika nasib anak-anak jalanan tidak akan pernah 

terselesaikan sampai keakarnya
11

.   

Peraturan Daerah tentang perlindungan  anak yang hidup di jalan yang 

disahkan pada tahun 2011 Perda nomer 6 tahun 2011 pasal 43 ayat 3 yang berbunyi : 

setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau ditempat umum 

kepada anak yang hidup di jalan. Perda tahun 2011 ini belum optimal karena tidak 

ada sanksi yang tegas terhadap larangan memberi uang kepada anak jalanan yang 

dilakukan oleh seseorang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa larangan memberi 

terhadap anak yang hidup di jalan telah mencerminkan kaidah-kaidah ushul fiqh 

(saddu dzari’ah dan maslahah mursalah) dalam Islam dan pada penerapan pasal ini 

merupakan upaya perlindungan untuk menjaga atau melindungi akal dan jiwa anak 

jalanan dari berbagai perilaku menyimpang dan marabahaya di jalanan. Namun 

penerapan pasal 43 ayat (3) ini belum sesuai dengan asas kepastian hukum karena 

belum ada sanksi tegas untuk menghukum. Mengingat Peraturan Daerah tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang disahkan pada tahun 2014, sejauh 

pengamatan penyusun belum ada yang membahas secara komprehensif tentang 

masalah tersebut hal inilah yang menjadikan daya tarik bagi penyusun untuk 

mengkaji secara lebih lanjut pandangan Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan 

dan Pengemis Pasal 24 dalam Prespektif Siyasah. 
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 Ibid., hlm. 205 
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E. Kerangka Teoritik 

Telah banyak kitab-kitab fiqh zaman dahulu yang menjelaskan sekaligus 

menganjurkan kepada sesama umat manusia untuk saling memberi satu sama lain. 

Perbuatan memberi dalam kaidah Islam dinamakan shodaqoh yang pada dasarnya 

membantu orang lain yang kurang beruntung tanpa mengharapkan imbalan kepada 

orang yang kita beri.  

Dermawan merupakan sebuah makna yang menggambarkan rasa kepedulian 

kita terhadap sesama. Dermawan sendiri dalam arti yang sesungguhnya adalah gerak 

kendali hati akan keinginan untuk memberi sesuatu pada jiwa lain, dimana 

disesuaikan dengan kondisi diri si pemberi secara lahiriah dan batiniah. Hal tersebut 

dikarenakan adanya kesinambungan gerak hati, pikir dan tubuh dalam 

mempertimbangkan dan memahami suatu hal baik yang diluar dari atau dalam diri
12

. 

Dari hal tersebut maka sebenarnya dalam jiwa manusia sudah mempunyai 

sifat dasar untuk memberi tanpa sifat itu dibuat-buat. Prinsip ini sangat memberikan 

dampak yang luar biasa bagi pemberi terutama yang diberi mampu sedikit 

meringankan beban yang diderita oleh orang yang kurang mampu. Sangatlah menarik 

sekali ketika kita berbicara tentang perbuatan memberi/shodaqoh, akan tetapi akhir-

akhir ini banyak perdebatan serius dikalangan intelektual mengenai kriminalisasi 

kepada pemberi shodaqoh. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan aktor dibalik 

lahirnya Perda DIY seharusnya memperhatikan dampak positif dan negatif dari 

                                                             
12

 Abi Safa, “konsep dasar kedermawanan dalam Islam” http://www.alIslam-

safa.com/konsep-dasar-kedermawanan-dalam-Islam/akses 12 februari 2014 
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lahirnya Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis. 

Dalam siyasah dusturiyah menjelaskan hubungan antara pemimpin disatu 

pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakat. Di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 

segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhanya
13

. Kemudian ada beberapa metode lagi yang 

ada didalam fiqh siyasah yakni dinamakan al-maslahah al-mursalah. Maslahah 

mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ suatu hukum 

untuk mewujudkanya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara’ yang memerintahkan 

untuk memperhatikan atau mengabaikanya. Maksud syariat Islam itu tidak lain untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan 

dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya 

dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti 

situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi 

manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa 

kemudharatan kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang-kadang memberi 

                                                             
13

Djazuli, Ahmad, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah,(Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 47. 
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manfaat kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudharat 

kepada kelompok masyarakat yang lainya
14

. 

Kemaslahatan yang disyariatkan oleh syar’i itu untuk menetapkan hukum. 

Dan menunjukan I’tibarnya, dan menerangkan sebab-sebab bagi apa yang 

disyariatkan itu. Apa sebabnya dan untuk apa disyariatkan, dalam istilah ushul 

dinamakan al murshalih mu’tabirah dari syar’i. Misalnya memelihara kehidupan 

orang, syar’i mensyariatkan wajib melakukan Qisas terhadap orang yang membunuh, 

pembunuhan yang direncanakan. Artinya tasyri’ hukum itu dibina untuk menetapkan 

kemaslahatan. Ini harus difikirkan oleh pembuat syariat (undang-undang dan 

Peraturan-Peraturan). Karena yang membuat Peraturan itu membina hukum 

diatasnya. Penyesuaian ini harus difikirkan oleh syar’i karena ada yang berbentuk 

manasib mala-im. I’tibar ini harus diperhitungkan masak-masak pembuat Peraturan. 

Tidak boleh ada perbedaan dalam syariat yang dibinanya.
15

 

Berdasarkan pemaparan garis besar diatas, siyasah dusturiyah merupakan 

kerangka konseptual untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pembuatan 

sebuah kebijakan harus mengedepankan hak-hak rakyat yang diberikan oleh 

imam/pemimpin dan kewajiban seorang pemimpin dalam melindungi rakyat dengan 

berbagai upaya agar rakyat dapat sejahtera. 
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 Yahya Mukhtamar dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 

(Bandung : Al-Ma’arif,1993), hlm. 105-106. 

15
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 98-99 
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F. Metode Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat yang 

dijadiakan obyek penelitian, dalam hal ini adalah DPRD Provinsi DIY dan 

Dinas sosial Provinsi DIY. Dengan penelitian lapangan maka penelitian ini 

bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai 

sumber pertama
16

 dengan cara wawancara. Kemudian Penyusun mengkaji 

dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek pada penelitian 

ini. 

2. Sifat penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu 

mendekripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, 

sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada yakni pandangan Islam terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 pasal 24. 
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 

1996), hlm. 15-16. 
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3. Pendekatan masalah 

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 

penyusun menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan yaitu 

pendekatan masalah dengan melihat dan membahas prinsip atau kaidah 

dalam hukum Islam maupun menggunkan teori fiqh berdasarkan fenomena 

yang ada dilapangan. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan 

masalah dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum yang berkaitan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 

tahun 2014 pasal 24 sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. 

4. Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini penyusun mengambil data  dari dua sumber data, yaitu 

data hasil wawancara dan hasil pustaka. 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari Perda nomor 1 tahun 

2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta hasil 

wawancara terhadap pihak yang terkait. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi 

pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, ensiklopedia, media 

online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji. 
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Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua tahap teknik 

pengumpulan data, yakni interview atau wawancara yaitu dengan 

menggunakan dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini. 

Kedua, dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara penelusuran 

mengenai peraturan-peraturan yang memuat tentang gelandangan dan 

pengemis sebelum dikeluarkanya Perda nomor 1 tahun 2014 yang 

berfungsi sebagai bahan masalah yang akan penyusun teliti. 

c. Analisa data 

Dalam penelitian ini, penyusun mengunakan pendekatan normatif-

yuridis yang berangkat dari analisa pandangan Perda dengan 

membenturkan antara hasil wawancara yang dilakukan di lapangan 

terhadap pandangan Islam yang terkandung dalam siyasah dusturiyah 

yang ada didalam Perda DIY agar menghasilkan data yang valid. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan keseriusan 

pemerintah dalam memberikan pelindungan hak-hak dan kesejahteraan 

terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di jalan. 

Selanjutnya data yang dihimpun dianalisa berdasarkan pada aspek 

sosial. Dengan adanya analisa yang seperti ini kemudian didapatkan 

kesimpulan akhir menegenai pandangan siysasah dusturiyah terhadap 

kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
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Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 24 prespektif Siyasah serta 

implementasi Perda sudah sesuai atau belum.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan 

pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara 

sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, 

dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan didalam bab terdiri 

dari beberapa sub bab. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang ditempatkan pada tahapan pertama 

yang terdiri dari latar belakang masalah, hal ini diperlukan guna memperjelas dan 

mengetahui pandangan siyasah terhadap larangan memberi kepada gelandangan dan 

pengemis yang menjadikan faktor utama timbulnya masalah yang akan diteliti serta 

alasan-alasan yang menarik dan penting untuk diteliti. Kedua, pokok masalah, hal ini 

sangat diperlukan dalam sebuah karya ilmiah ataupun penelitian guna untuk 

mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komprehensif dan terfokus. Ketiga, 

tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini maksudkan agar penelitian yang dilakukan 

benar-benar memiliki visi yang produksi dan kostruktif bagi pengembangan 

pengetahuan. Keempat, telaah pustaka. Hal ini diperlukan guna mengetahui sejauh 

mana penulisan yang berkaitan dengan skripsi ini untuk meminimalisir plagiasi. 

Kelima, kerangka teoritik yakni bagaimana cara pandang dan kerangka acuan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Keenam, metode penelitian. Hal ini diperlukan 

untuk memfokuskan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data. 
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Kemudian tahap kedua yaitu  bab isi, dimana pada bab ini terdiri dari tiga 

sub bab, yakni bab II, bab III, dan bab IV. Pada bab yang kedua ini membahas 

tentang konsep memberi dalam pandangan Islam, kemudian dilanjutkan konsep 

memberi dalam Islam dan Siyasah Dusturiyah dan Public Policy 

Pada bab ketiga ini penulis mengulas tentang deskripsi/gambaran penelitian 

yang dilakukan di lapangan yang membahas tentang tinjauan umum tentang 

gelandangan dan pengemis yang meliputi gambaran umum Perda, latar belakang 

lahirnya Perda, pengertian gelandangan dan pengemis, kriteria gelandangan dan 

pengemis, faktor yang melatarbelakanginya, dan upaya pemerintah dalam menangani 

gelandangan dan pengemis. 

Kemudian pada bab keempat, yakni analisis tentang pandangan siyasah 

dusturiyah dan public policy terhadap Perda penanganan gelandangan dan pengemis 

dalam pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pada bab terakhir  bab 

kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari 

penyusun di akhir penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di kota-kota besar merupakan 

permasalahan yang sangat serius bagi pemerintah. Permasalahan sosial tersebut 

mempunyai arti kondisi yang terlahir dari sebuah keaadaan masyarakat yang tidak 

ideal. Hal ini berarti selama masyarakat terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi 

maka permasalahan sosial akan selalu ada. Terjadinya permasalahan sosial 

diakibatkan munculnya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat 

dengan realita atau kenyataan yang ada. Munculnya permasalahan sosial dibagi 

menjadi 3 macam, yaitu adanya konflik dan kesenjangan, perilaku menyimpang 

dan adanya perkembangan manusia. Permasalahan sosial tersebut dapat menimpa 

semua orang baik mereka terdiri dalam suatu kelompok, masyarakat maupun 

individu. Apabila dilihat lagi dari keberadaan Gelandangan/Pengemis secara 

umum sangatlah mengganggu, khusunya bagi pengguna jalan karena ketika 

mereka meminta cara yang dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara 

memaksa walaupun tidak langsung mengitimidasi. Hal ini akan mengganggu para 

pengguna jalan yang akhirnya menimbulkan kekerasan di jalan raya. Di sisi lain 

keberadaan Pengemis yang hidup dan bersosialisasi dengan kehidupan bebas 

rentan adanya kekerasan antar sesama mereka, yang lebih ditakutkan lagi adanya 

saling membunuh diantara Pengemis, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak 
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diinginkan seharusnya ada payung hukum yang mengatur tentang pelarangan 

Gelandangan. 

Melihat dari segi keselamatan, kesejahteraan yang kurang, hal inilah 

yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah 

mengenai masalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dalam kasus ini 

Gelandangan dan Pengemis dalam melakukan aktifitas yang ia lakukan tidak 

melihat resiko yang ditimbulkan dari apa yang ia lakukan, maka permasalahan 

Gelandangan dan Pengemis ini menjadi sebuah permasalahan sosial dan harus ada 

solusi dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Propinsi DIY sebagai elit 

politik pembuat kebijakan mengeluarkan sebuah produk politik yang berupa Perda 

No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 

Dalam Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis, Perda tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah setempat 

dalam menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis. Dalam proses 

pembuatan Perda, Perda Gelandangan dan Pengemis ini  juga memiliki tahapan-

tahapan  agar tujuan dari Perda ini tidak melanggar hak-hak objek sasaran Perda. 

Tahapan-tahapan pembuatan Perda ini sudah sesuai dengan cara kerja teori 

kebijakan publik dan nilai-nilai yang terkandung di dalam siyasah dusturiyah, 

yang dimana dalam nilai tersebut harus mengedepankan hak-hak rakyat agar 

konstitusi tetap bisa berjalan. Bentuk upaya-upaya pemerintah Propinsi DIY 

dalam menangani Gelandangan dan Pengemis yang sesuai dengan hak-hak asasi 

manusia dalam hal ini Gelandangan dan Pengemis adalah dengan cara 

memberikan keterampilan, pelatihan kerja, hak untuk bertahan hidup dengan cara 



87 

 

menempatkan para Gelandangan dan Pengemis di sebuah penampungan yang 

disebut rumah singgah. Disana para Gelandangan dan Pengemis dilatih untuk 

bercocok tanam, menyalurkan bakat agar bakatnya dapat dinilai dengan materi 

dan sebagainya. Namun demikian, ketika pemerintah mendapatkan citra yang 

bagus dimata masyarakat, itu semua hanyalah reward yang diberikan kepada 

pemerintahan oleh masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta, karena semata-

mata tujuan dari Perda DIY ini bukan untuk mendapatkan citra yang baik dimata 

masyarakat akan tetapi untuk mengembalikan harkat dan martabat gepeng yang 

ada di Yogyakarta dan mengembalikan hak-hak gepeng.  

Tindakan pemerintah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis semata-mata bukan mempunyai tujuan 

untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat namun kebijakan 

mengeluarkan Perda itu memiliki tujuan untuk mengembalikan harkat dan 

martabat gepeng yang ada di Yogyakarta dan mengembalikan hak-hak gepeng. Itu 

semua terbukti dengan adanya program-program yang diberikan oleh pemerintah 

kepada gepeng dengan memberikan pelatihan keterampilan (pelatihan menjahit 

dan membuat kue bagi perempuan, pembuatan mebel, pembuatan batako bagi 

laki-laki), memberikan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, hunian dan 

sebagainya. Kemudian program yang paling utama yakni penempatan para gepeng 

yang ditempatkan di penampungan dengan nama “Desaku Menanti”. Desaku 

menanti ini adalah bentuk transmigrasi dalam lingkup wilayah yang menjadi 

bentuk upaya penanganan. Di dalam penempatan transmigrasi yang hanya 5 bulan 

ini para gepeng hasil razia mereka diberikann fasilitas rumah, dan tanah untuk 
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diolah mempraktektakan keterampilan yang telah diberikan di camp kemudian 

setelah selesai 5 bulan maka ia akan dipulangkan dengan sudah mempunyai 

keterampilan dari praktek di dalam penampungan di desaku menanti.  

Terlepas dari itu semua, adanya kontra oleh kalangan LSM dalam Perda 

ini merupakan kurang pahamnya lembaga tersebut terhadap nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Perda. Disisi lain, tindakan penanganan yang dilakukan oleh 

petugas di lapangan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam SOP 

(standar operasional prosedur). Kemungkinan terjadinya kekerasan yang ada di 

dalam camp seperti yang diungkapkan oleh mantan penghuni camp, dikarenakan 

adanya perlawanan dari Gelandangan maupun Pengemis itu sendiri yang tidak 

mau mengikuti SOP tersebut.  

Bertolak dari kenyataan dan kesadaran pemahaman bahwa Gelandangan 

dan Pengemis  merupakan persoalan kita bersama, maka sinergi antar Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinergi antara Pemerintah Daerah 

dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat perlu terus menerus dilakukan 

agar Propinsi DIY yang memiliki identitas kota budaya, kota pelajar dan 

sebagainya bersih dari Gelandangan maupun Pengemis dan membuat citra 

pemimpin tersebut lebih terpandang dan membuat Yogyakarta lebih bermartabat.  

B. Saran 

Penelitian ini belum secara maksimal dalam mengupas Perda dari sudut 

pandang Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat, oleh karena itu penelitian 
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ini akan lebih baik jika mengelaborasikan bagaimana respon Gelandangan dan 

Pengemis serta masyarakat dalam Perda ini. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

No HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 1 I 1 Dan terhadap orang yang meminta-minta, 

janganlah engkau menghardiknya. 

2 2 I 2 Hukum berubah sejalan dengan perubahan 

zaman , tempat dan keadaan. 

3 20 II 16 Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, 

dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar 

kamu diberi rahmat. 

4 21 II 17 Sungguh, orang-orang yang beriman, 

mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat 

dan menunaikan zakat, mereka mendapat 

pahala di sisi Tuhan-nya. Tidak ada rasa 

takut pada mereka dan mereka tidak bersedih 

hati. 

5 22-23 II 18 Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, 

menginfakkan harta mereka untuk 

menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. 

Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, 

kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan 

akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam 

neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan 

dikumpulkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA DPR PROPINSI DIY 

1. Menurut bapak, apa yang melatarbelakangi DPR mengeluarkan perda ini ? 

2. Apakah masyarakat juga menghendaki dengan adanya perda ini? 

3. Dalam perda ini ada pasal tentang memberi tapi dipidana, menurut bapak 

seperti apa? 

4. Apakah perda ini sudah disosialisasikan dan diterapakan? 

5. Bagaimana situsasi politiknya ketika pembahasan gimana pak? 

6. Apakah ada faktor politik perda pak yang melatarbelakangi lahirnya perda 

pak? 

7. Sejauh mana peran pemerintah dalam menanganai gepeng ini? 

8. Apakah dengan danya perda ini dapat menurunkan angka gepeng yang ada 

di jogja? 
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PEDOMAN WAWANCARA DINAS SOSIAL DIY 

1. Apa yang dimaksud Bimbingan yang ada di panti dan di luar panti? 

2. Bagaimana dengan gepeng yang terkena razia kemudian dipulangkan dan 

balik lagi? 

3. Siapa yang melakukan razia itu siapa pak? 

4. Apakah yang memainkan alat musik secara bersama-sama itu termasuk 

gepeng? 

5. Tapi saya baca ada yang menyebutkan memainkan alat musik, itu 

bagaimana pak? 

6. Apakah bapak setuju dengan pasal 24? 

7. Bagaimana bentuk penanganan dalam jangka panjang ? 

8. Apakah bapak tahu tentang kampung pengemis? 

9. Apakah gepeng sangat mengganggu ketertiban umum? 

10. Bagaiamana harapan bapak terhadap gepeng? 

11. Apakah selama ini ada sosialisasi dengan masyarakat tentang gepeng itu? 
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Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon (0274) 512688, 560293, 512820,565622. Fax (0274) 580692

YOGYAKARTA 552 1 3 rmair : setwa n@ d,p rd-d iy. q o. i9 (www.dprd-diy. go.id)

No. Surat ljin

Nama
No. Mahasiswa

Perguruan

Tinggi/Lembaga

Judul Penelitian

Xep'aOa Vth.

SURAT PENGANTAR IJIN PENELITIAN
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: rl,+ 006)
: uIN Qu'Pvd W'^-)kq^ '

l-l-l Fraksi pKB

t-- I Badan Legislasi Daerah

Mohon berkenan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian Sdr./Sdri. tersebut diatas.
Demikian, surat pengantar ini disampaikan, atas perhhtian dan kerjasamanya, diucapkan
terimakasih.

Yogyakarta, \D t-lhtVY ?415

Kepala Bagian Legislasi & Pengkajian

Arn n
/

Dra.B.Aq. Dvah'Ratih W. M.Si.
NtP. 19650328 19901 1 2 001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Tetepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

TOGYAKARTA 55213

Menrbaca SLrral

Tanggal

" Menginrll,r

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 644 /3 t2015 !
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK Nonror

MARET 2015

u rN.02/DS.1 /PP.00,9/590t2015

Perihal : ljin penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga penelitian dar. pengerlbangarr
Asing, Badan Usaha Asing darr Orang Asing dalanr Melakukarr Kegiatan Penelitiarr dan Pengernbangan cir lndonesia,

DINAS SOSIAL DIY, DPRD DIY

23 MARET 2015 s/d 23 JUNI 2015

Dengan Kctentuan

Uilpali/Walikotil rttt:lillUi itrslitrrsi y;rrrg l,re rwerrarrg nlellgelrriltkilrr ijitr (iiillltksud;

Set(li) lJlY dalam benltjk.cotttpact disk (CD) rnaupun rnerrgrrnggalr (uptoad) nielalui website : adbang.jogjaptov.go.id dan
rrrenLrr]jukkarr naskah cetakan asli yang suclah di syahkan darl di bubuhi cap institusi,

3. ljin itti hattya dipergr"rnakan ttrrtuk keperluan ilmiah, dan perlregang iiin wajib mentatati ketenluan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4 ljin penelitian dapat diperpanjarlg nlaksinlal 2 (dua) kali dengarr rnenun.jukkan surat ini kenrbali sebetum berakhir waktunya setelah nrengaluka'

firtrpanjangan ntelalu.i ryebsllei adbang.iooiaorov.oo.id;

5. ljirl yancl dibcrikan dapat dibatalkatr sewaktu-waktu apabila perneqallq ijirr ini ticlak rrernenuhi ketenluarr yang lrerlaku.

.Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tarrggal 23 MARET 2015

Tern btrsan:
1 Yth. Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagai laporan)
2 Ka. Dinas Sosial DIY
3 DPRD DIY
4 WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA

dl YanS Bersangkutan

20

1

2 PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor20Tahun2011tentangPedomanPenelitiandanPengembangandi LingkunganKententerL3t.l
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nornor 37 tahun 2008 tentang Rirrcian Tugas dan Fungsi Saluan Organtsasi di
Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewarr Perwakilan Rakyat Daerahl

4 Pe.aturar'r Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Petayanan perizinan, Rekomendasi
Pelaksattaatl Survei, Penelitian, Pendataan, Pengernbangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelrtian/pengeilrl.rangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Narna : NORIKA PRIYANTORO Ntp/NtM : 11370067
AIAN]AI : FAKULTAS SYAI'AH DAN HUKUM, SIYASAHI.UIN SUNAN KALIJAGA
JUdT:I : PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI

PERDA DtY NOMOR 1 TAHUN 2014)

Loka si

Waktu



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Janti,Banguntapan,Telp.( 027 4 ) 514932,563510

YOGYAKARTA

Kepada

Dari

Nomo

I anggal

Lampiran

Perihal

NOTA DINAS

Kepala Panti Sosial Bina Karya

Kepala Dinas Sosial DIY

oTat$911 /1.3.

25 Maret 2015

ljin penelitian

Memperhatikan surat dari Sekretaris Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta,

nomer 070/REGA//6441312015, tanggal 23 Maret 2015, perihal ijin penelitian maka

dengan ini diharapkan Kepala Panti Sosial Bina Karya untuk memberikan ijin

penelitian kepada:

Nama : Norika Priyantoro.

No Mahasiswa

lnstansi

Waktu

Lokasi

Judul

Catatan

: 1137Q067

: Syai'ah dan Hukum, Siyasah, UIN Sunan Kalijaga.

:23 Maret 2015 s/d 23 Juni 2015

: PantiSosial Bina Karya.

: Penanganan gelandangan dan pengemis dalam prespektif fiqh

siyasah ( studi perda DIY nomor 1 tahun 2014 )

: Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan Hasil

penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentua-n yang

ada di Panti Sosial Bina Karya.

PLH Kepala

199303 2007N

Demikian ufltr-tt : .iilaksanakan.
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN 2014 

TENTANG 

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin 

dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta 

melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan; 

b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat 

rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, 

keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta 

tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan  

pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang 

efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki 

kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat 

kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

ketertiban umum; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980  

tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu 

ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang 

Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh 

melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam 

rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. 
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2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum. 

3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan 

oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat 

tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-

pindah di tempat umum. 

4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan 

jiwa. 

5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu 

dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi 

penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan 

sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang 

ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. 

8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. 

9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-

usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, 

pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah 

pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah 

masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para 

gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup 

secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. 

10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian  kepada keluarga, dan/atau 

masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan 

baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. 

11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah 

sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang 

bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan 

berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah. 

12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan 

Kota Yogyakarta. 
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Pasal  2 

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas: 

a. penghormatan pada martabat dan harga diri; 

b. non diskriminasi; 

c. non kekerasan; 

d. keadilan; 

e. perlindungan; 

f. kesejahteraan; 

g. pemberdayaan; dan 

h. kepastian hukum. 

Pasal 3 

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk: 

a. mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan; 

b. memberdayakan gelandangan dan pengemis; 

c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang 

bermartabat; dan 

d. menciptakan ketertiban umum. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini 

meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan 

pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan,  larangan,  ketentuan pidana 

dan ketentuan penyidikan. 

BAB II 

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Pasal 5 

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: 

a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;  

c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau 

d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.  

 

Pasal 6 

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain: 

a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; 

b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;  

c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau  

d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN 

GELANDANGAN DAN PENGEMIS 

Bagian Kesatu 

Jenis-Jenis Penanganan 

Pasal  7 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang 

bersifat: 

a. preventif; 

b. koersif; 

c. rehabilitasi; dan 

d. reintegrasi sosial. 

Bagian Kedua 

Upaya Preventif 

Pasal 8 

(1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan 

melalui: 

a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja; 

b. peningkatan derajat kesehatan; 

c. fasilitasi tempat tinggal; 

d. peningkatan pendidikan; 

e. penyuluhan dan edukasi masyarakat; 

f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum; 

g. bimbingan sosial; dan 

h. bantuan sosial. 

(2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan. 

(3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang kesehatan. 

(4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana 

wilayah. 

(5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang pendidikan. 
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(6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho 

di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang sosial. 

Bagian Ketiga  

Upaya Koersif 

Pasal 9 

(1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan 

melalui: 

a. penertiban; 

b. penjangkauan; 

c. pembinaan di RPS; dan 

d. pelimpahan. 

(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan terhadap setiap orang yang: 

a. tinggal di tempat umum; 

b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum; 

c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; 

dan/atau 

d. meminta-minta dengan menggunakan alat. 

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

(4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas 

dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial. 

(5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di 

bidang sosial. 

(6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

sosial. 

Bagian Keempat 

Upaya Rehabilitasi 

Pasal 10 

(1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

dilakukan melalui: 

a. motivasi dan diagnosa psikososial; 

b. perawatan dan pengasuhan; 
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c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 

d. bimbingan mental spiritual; 

e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 

g. pelayanan aksesibilitas; 

h. bantuan dan asistensi sosial; 

i. bimbingan resosialisasi; 

j. bimbingan lanjut; dan  

k. rujukan. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi 

sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan. 

(3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

di RPS. 

(4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus 

mengikuti program rehabilitasi sosial awal. 

(5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan 

fungsi di bidang sosial. 

(6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial. 

Pasal  11 

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi 

diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang 

dilakukan oleh: 

a. rumah sakit jiwa Daerah;  

b. rumah sakit jiwa lainnya; atau 

c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. 

Pasal  12 

(1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani 

rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.  

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. 

Bagian Kelima 

Upaya Reintegrasi Sosial 

Pasal 13 

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d 

dilakukan melalui: 

a. bimbingan resosialisasi; 
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b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;  

c. pemulangan; dan 

d. pembinaan lanjutan. 

Pasal 14 

(1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan 

setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu. 

(2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, 

Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan 

sosial yang berkelanjutan. 

Pasal 15 

(1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan 

setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS. 

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal; 

b. penelusuran keluarga; dan 

c. penyerahan. 

Pasal 16 

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

sosial. 

Bagian Keenam 

Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis 

Pasal  17 

(1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal  18 

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis 

dapat dilakukan melalui: 

a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di 

lingkungannya; 



 9 

b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan 

gelandangan dan pengemis; 

c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan sosial; 

d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan  

e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi. 

(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS). 

(4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan. 

Pasal 19 

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh: 

a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; 

dan  

b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

  

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

LARANGAN 

Pasal 21 

Setiap orang dilarang: 

a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau 

berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan 

belas kasihan orang lain; 
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b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang 

baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud 

melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan 

c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan 

mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga 

menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan. 

Pasal  22 

(1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau 

barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat 

umum. 

(2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal  23 

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat  melaksanakan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mempunyai wewenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama  di tempat kejadian  perkara dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. memanggil orang untuk didengar keterangannya  sebagai  saksi atau 

tersangka; 

e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan; 

f. penghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya 

melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal 

tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan 

g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan 

hukum,  selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 

dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan 

termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak  

berdasarkan keadaan  memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. 
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama. 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal  24 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau 

pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam 

dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu 

dan/atau denda  paling banyak  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan  pergelandangan dan pengemisan 

secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 

diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda  paling banyak  Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah). 

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperalat orang lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda  paling 

banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, 

menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan 

atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam 

dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 

denda  paling banyak  Rp 40.000.000,00 (empat puluh  juta rupiah).  

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang 

dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana 

kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda  paling banyak  

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pasal 25 

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  26 

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) 

bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal  27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

    Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  27  Februari  2014 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd. 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  27 Februari  2014 

          SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

                         ttd. 

                 ICHSANURI 

 

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 

NOMOR 1. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

         SUMADI, SH, MH. 

 NIP. 19632608 198903 1 007 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN 2014 

TENTANG 

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  

I. UMUM 

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan 

dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 

1945 ditegaskan bahwa: 

(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir 

miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

kepada kehidupan yang bermartabat,  salah satunya ditujukan bagi warga 

gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam 

kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka 

tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk 

berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. 

Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan 

perlakuan salah. 

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan 

wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga 

masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang 

mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke 

Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin 

bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari 

komunitas jalanan lainnya. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan 

lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam 

KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah 

tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga 

menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis.  
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Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan 

dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-

usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha 

pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk 

memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu 

mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai 

seorang warganegara Republik Indonesia. 

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang 

menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk 

melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat 

dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

penanganan Gelandangan dan Pengemis  harus menggunakan 

pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan 

menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan 

martabat manusia.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa 

dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan 

Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas 

dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal 

daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik 

apa pun.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas non-kekerasan” adalah bahwa 

dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus 

dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan 

dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara 

kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan 

dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang 

sedang menjalankan tugas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam 

penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis 

harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus 

dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman 

kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok 

masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari 

tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, 

keluarga dan lingkungannya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis menekankan 

pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah 

penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis  

menekankan pada upaya  pengembangan potensi dan 

kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan 

lingkungannya serta  tindakan advokasi untuk mendapatkan 

hak-hak-nya sebagai warga negara.  

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dapat 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin 

adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada 

pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.  

Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “menciptakan ketertiban umum” 

adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap 

warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan 

kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap 

aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan 

pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu 

sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan 

pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar 

ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi 

terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang 

membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran 

lainnya. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” 

adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk 

Musiman (KIPEM).  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” 

adalah berupa  rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, 

rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah 

penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau 

penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. 

Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada 

kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu 

tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. 

Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan 

baik dari upah maupun kegiatan wirausaha. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak 

maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan 

diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan 

keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan 

penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk 

memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-

anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya. 
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Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang 

lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan 

rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “berpakaian yang tidak layak” adalah 

berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada 

tempatnya. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “berada ditempat-tempat umum” 

adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, 

terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas 

pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah. 

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk 

merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan 

membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan 

seperti bayi, anak kecil atau penyandang difabel. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelatihan, magang dan perluasan 

kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan 

berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas 

pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh 

melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga 

miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan 

untuk mendapat pekerjaan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” 

adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan 

kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga 

mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat 

miskin. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah 

faslitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi 

rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk 

memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin 

yang belum memiliki tempat tinggal. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah 

ditujukan bagi keluarga miskin baik melalui pendidikan 

formal, informal, dan non formal.  Pendidikan non formal 

bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB 

atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga 

ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk 

memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti 

program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan 

pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan 

beasiswa dan dukungan lainnya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “penyuluhan dan edukasi 

masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan 

dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk 

memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko 

hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga 

negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan 

dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “pemberian informasi melalui 

baliho di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, 

baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk 

mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan 

pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak 

memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan 

pengemis di tempat-tempat umum. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah 

serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan 

untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga 

masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat 

kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, 

membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi 

sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat 

digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah salah 

satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 

yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat 

tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam 

bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk 

mengakses pelayanan sosial lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu 

cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan 

aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban 

dalam kehidupan masyarakat.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan 

proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke 

wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal 

gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak 

awal dan proses membina hubungan sosial serta 

membangun kepercayaan dengan gelandangan dan 

pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan 

penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis 

dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang 

membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek 

fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang 

dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku 

pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan 

dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk 

melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan 

gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di 

pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi 

gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia 

dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar 

hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan 

dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan 

aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta 

profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut 

Direktur Kasus pada RPS mengambil keputusan untuk 

melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke 

pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika 

gelandangan dan pengemis benar-benar terindikasi 

menjadi pelaku tindak kriminal.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “orang yang tinggal di tempat-

tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan 

aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat 

seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, bangunan 

pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas 

pariwisata,  di pinggir rel kereta api,  bawah jembatan, 

tempat ibadah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “orang yang mengalami gangguan 

jiwa  di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit 

jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, 

emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, 

bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di 

pinggir rel kereta api, bawah jembatan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di 

tempat-tempat umum” adalah orang yang meminta-minta 

di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, 

stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, 

tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan 

menggunakan alat” adalah sejenis alat yang menimbulkan 

suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, 

jathilan, hewan sebagai tontonan. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “motivasi” adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan 

dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka 

untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan 

melakukan tindakan yang lebih produktif.   

Yang dimaksud dengan “diagnosa psikososial” adalah 

proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan 

pelayanan.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” 

adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap 

gelandangan dan pengemis selama  menjalani proses 

rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan 

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan 

hasil diagnosa psiko sosial. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan 

pembinaan kewirausahaan” adalah serangkaian usaha 

yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis 

untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu 

bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan 

mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang 

layak. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah bagian 

dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk 

menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien 

gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan 

psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari 

rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan 

psikotik  yang belum diketahui asal usul keluarganya 

pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan 

spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien 

gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas 

perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi 

dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang 

lalu, sekarang maupun yang akan datang. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan 

bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan 

praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin 

agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam 

keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan 

untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan 

kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan 

lingkungannya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah 

kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran 

dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan 

ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. 

Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan 

dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan 

masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah 

kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan 

pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah 

emosi dan  sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan 

gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai 

pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun 

lembaga lainnya. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” 

adalah diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah 

penampungan sementara), perawatan kesehatan dan 

obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, 

pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan 

pemakaman). 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, 

yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima 

pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam 

kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua 

untuk mempersiapkan masyarakat khususnya 

masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di 

lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar 

mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta 

untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.  

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah 

serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada 

penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih 

dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan 

kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta 

peningkatan kesejahteraan secara layak. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses 

pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk 

menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena 

dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan 

sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik 

Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di 

dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.   

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah 

pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik 

yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan 

untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. 

Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan 

dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, 

pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu 

untuk dilatih.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial 

gelandangan pengemis” adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial 

yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan 

psikotik. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah pusat 

keramaian seperti  jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, 

bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, 

pemukiman, tempat ibadah. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan, 

antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
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